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DASAR HUKUM 

PENYELENGGARAAN SPIP 
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2):

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah:

“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku

Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem

Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara

menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

“SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.”



Pasal 1

SPI merupakan proses integral 

untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya

tujuan organisasi

Pasal 13

Pimpinan Instansi Pemerintah

wajib melakukan penilaian

risiko terhadap:

• Tujuan Instansi Pemerintah

• Tujuan tingkat kegiatan

Pasal 14

Untuk mencapai tujuan, 

organisasi perlu menetapkan:

• Strategi operasional

• Strategi manajemen

terintegrasi dan rencana

penilaian risiko

Pasal 3

Penerapan unsur SPIP 

dilaksanakan menyatu dan

menjadi bagian integral dari

kegiatan Instansi Pemerintah
Pasal 11

Peran APIP:

• Memberikan keyakinan

yang memadai atas

ketaatan dan 3E

• Memberikan peringatan

dini dan meningkatkan

efektivitas MR

• Memelihara dan

meningkatkan kualitas tata

kelola pemerintahan
Pasal 16

Pimpinan instansi pemerintah

mengidentifikasi setiap risiko

yang melekat pada sifat, 

misinya, atau pada kegiatan

signifikansi dan kompleksitas

dari setiap program spesifik

yang dilakukan

SAIPI Paragraf 3100 :

“Proses tata kelola sektor publik, manajemen

risiko, dan pengendalian intern masing-masing

tidak didefinisikan secara terpisah dan berdiri

sendiri sebagai suatu proses dan struktur, melainkan

memiliki hubungan antara proses tata kelola sektor

publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Oleh karena itu, Auditor harus mengevaluasi proses

tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan

pengendalian intern auditi secara keseluruhan sebagai

satu kesatuan yang tidak dipisahkan”.

PP 60/2008

TENTANG SPIPSPIP dalam PP 60/2008 bukan

hanya terkait pengendalian intern 

namun mencakup proses tata 

kelola, manajemen risiko, dan 

pengendalian (GOVERNANCE, 

RISK, AND CONTROL).



DALAM PP 60 TAHUN 2008

MENYUSUN 

PERENCANAAN DAN 

MENETAPKAN 

TUJUAN 

ORGANISASI

MEMBANGUN 

SISTEM 

PENGENDALIAN 
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PENGAMANAN ASET 
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PERUNDANG UNDANGAN

PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK:

Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008
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Pasal 47 PP 60/2008:

“Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, 

Bupati/Walikota bertanggung jawab

atas efektivitas penyelenggaraan sistem

pengendalian intern di lingkungan

masing-masing.”

PENGUATAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (BAB III PP 60/2008) 

Diperlukan tools untuk

dapat membantu K/L/D 

dalam menilai kualitas dan 

meningkatkan efektivitas

sistem pengendalian intern.

BPKP selaku Pembina 

menerbitkan pedoman

penilaian maturitas

penyelenggaraan SPIP.

MANAJEMEN

K/L/D
APIP K/L/D BPKP

BERTANGGUNG 

JAWAB DALAM 

MEMBANGUN, 

MENILAI, DAN 

MENINGKATKAN 

KUALITAS SPIP

BERTANGGUNG 

JAWAB DALAM 

MELAKUKAN 

EVALUASI 

TERPISAH ATAS 

KUALITAS SPIP

BERTANGGUNG 

JAWAB DALAM 

PENERBITAN 

PEDOMAN, 

PEMBINAAN, DAN 

PELATIHAN APIP & 

MANAJEMEN K/L/D 

Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008

Sumber Gambar:

entrepreneurhandbook.co.uk/wp-content/uploads/2014/01/Leader-showing-the-way.jpg



MANFAAT PENYELENGGARAAN, 

PEMBINAAN, DAN

EVALUASI ATAS KUALITAS SPIP
2



PROV/KAB/KOTA:

……………………….

TUJUAN:

………………………..

SASARAN:

………………………..

STRATEGI PENCAPAIAN

PROGRAM:

………………………..

KEGIATAN:

………………………..

INDIKATOR:

………………………..

INDIKATOR:

………………………..

APAKAH SUDAH TEPAT?

PERENCANAAN/PENETAPAN TUJUAN MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENCAPAIAN TUJUAN

APAKAH TERUS DITINGKATKAN 

KUALITASNYA?

PEMANTAUAN

HUBUNGAN

KERJA/

KEMITRAAN

KETEPATAN

STRUKTUR

ORGANISASI

PERAN

APIP

CAPAIAN KINERJA

(OUTCOME DAN OUTPUT):

………………………………..

PENURUNAN/KENAIKAN JUMLAH

TEMUAN DALAM LAPKEU:

…………………………………

KONDISI KEAMANAN ASET

(FISIK DAN ADMINISTRASI):

………………………………….

PENURUNAN/KETERJADIAN 

FRAUD/TIPIKOR:

…………………………………..

PEMBAHARUAN 

METODOLOGI 

PENILAIAN 

DIPERLUKAN DALAM 

RANGKA 

MENGKAITKAN 3 

ASPEK TERSEBUT.

KEPEMIMPINAN

YANG KONDUSIF



PROGRAM

MISI 3: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERBASIS POTENSI

JASA KREATIF DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING. 

Tujuan

Sasaran: meningkatnya ....

Memperkuat Struktur Perekonomian Kota Dengan

Fokus Pengembangan Ekonomi Kreatif

Iklim Usaha 

& Investasi

PDRB Sektor

Eko Kreatif

Daya Saing

Usaha

Daya Beli

Masyarakat

1 2 3 4

DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN PTSP

DINAS PARIWISATA 

DAN KEBUDAYAAN

DINAS PERDAGANGAN 

DAN PERINDUSTRIAN

DINAS KOPERASI 

DAN UKM

DINAS KETAHANAN 

PANGAN 

DINAS PERTANIAN 

DAN PERIKANAN

OPD PENANGGUNG 

JAWAB PROGRAM

Program Perencanaaan dan 

Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

Program Promosi Pariwisata

Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

Program Sarana Distribusi

Perdagangan

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Program Peningkatan

Produksi Pertanian/ 

Perkebunan

Program Promosi

Penanaman Modal 

Program Cagar Budaya

Program Pengembangan

UMKM

Program Promosi dan 

Kampanye Pencitraan

Produk Ekspor

Program Target Konsumsi

Pangan

Program Peningkatan

Pengolahan Hasil 

Pertanian/Peternakan

1

2

2

3

4

4PENYELENGGARAAN MR MENGAWAL TUJUAN (DARI TINGKAT 

OPERASIONAL SAMPAI DENGAN STRATEGIS) AGAR TERCAPAI

KOTA: XX

VISI:  ”KOTA XX CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERIMAN ”. 

GAMBARAN IMPLEMENTASI SPIP, MANAJEMEN RISIKO DAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP PADA PEMDA 

LANJUT SLIDE BERIKUTNYA NEW SPIP MENCAKUP PENILAIAN KUALITAS PERENCANAAN! 



OPD PENANGGUNG

JAWAB PROGRAM

DITINGKATKAN

DAN DINILAI 

KAPABILITASNYA

GAMBARAN IMPLEMENTASI SPIP, MR, PENCEGAHAN KORUPSI, DAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP PADA PEMDA 

MELAKSANAKAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

UNIT PENGAWAS INTERN

P E N C A P A I A N

S A S A R A N

R P J M D

TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

PROGRAM

KEGIATAN

KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KELUARAN

PENILAIAN MATURITAS SPIP 

SECARA TAHUNAN 

PERBAIKAN PERENCANAAN

SECARA BERKELANJUTAN

SESUAI AoI PENILAIAN PERENCANAAN!

AOI AOI AOI AOI

KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KOMITMEN

PIMPINAN



MANFAAT PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

K/L/D DAPAT MELAKUKAN

PERBAIKAN KUALITAS PERENCANAAN 

SECARA BERKELANJUTAN

TERCAPAINYA TUJUAN K/L/D SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, 

LAPKEU YANG HANDAL, ASET YANG AMAN, DAN

TAAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

K/L/D DAPAT MENGENALI DAN MENGATASI

RISIKO-RISIKO ATAS PELAKSANAAN

PROGRAM  DAN KEGIATAN

K/L/D DAPAT MEMINIMALISIR

RISIKO TERJADINYA KORUPSI/FRAUD

K/L/D DAPAT MENGGUNAKAN 

SUMBER DAYA SECARA EFEKTIF DAN 

EFISIEN

K/L/D DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS

PENGENDALIAN INTERN SECARA 

BERKELANJUTAN



TANTANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN

SPIP, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGAWASAN APIP SAAT INI

DIPERLUKAN 

PEMBINAAN DAN 

PENILAIAN 

TERINTEGRASI 

UNTUK 

MENDUKUNG 

PENCAPAIAN 

TUJUAN 

ORGANISASI

PENYELENGGARAAN 

BELUM SALING 

TERINTEGRASI

BELUM DIARAHKAN 

UNTUK MENGAWAL 

TUJUAN ORGANISASI

BELUM TERINTEGRASI 

DENGAN PENGENDALIAN 

ATAS FRAUD

PENILAIAN BELUM 

TERINTEGRASI

AoI & REKOMENDASI 

MASIH PARSIAL

AoI & REKOMENDASI 

BELUM DIPANTAU

PENILAIAN BERFOKUS 

PADA PEMBERIAN 

SKOR

PENILAIAN TERKESAN 

DOCUMENT BASED

Lets Go To New 

SPIP!



FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP

PENCAPAIAN TUJUAN SPIPSTRUKTUR DAN PROSESPENETAPAN TUJUAN

MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK

Penilaian Kualitas Perencanaan

Efektivitas dan Efisiensi

Keandalan Pelaporan 

Keuangan 

Pengamanan Aset Negara

Ketaatan Terhadap Peraturan 

Perundang-undangan

Sasaran Strategis 

K/L/D

Strategi Pencapaian 

Sasaran Strategis

MANAJEMEN RISIKO INDEKS LEVEL KAPABILITAS APIPIEPK

NILAI MATURITAS SPIP

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI

KEGIATAN 

PENGENDALIAN

PEMANTAUAN

LINGKUNGAN 

PENGENDALIAN

PENILAIAN RISIKO

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI

Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP



KK

Program/

Kegiatan

KK

SASARAN

KK LEAD

PENETAPAN

TUJUAN

KK

KETAATAN

UU

KK

OUTCOME

KK

KEANDALAN

LK

KK

KEAMANAN

ASET

KK

OUTPUT

KK LEAD

PENCAPAIAN

TUJUAN

VETO
KK

TUJUAN 1

KK

TUJUAN 2

KK

TUJUAN 3

KK

TUJUAN 4

KK LEAD

STRUKTUR

DAN

PROSES

KK LEAD

STRUKTUR KERTAS KERJA



HASIL KK Lead

Penetapan Tujuan

HASIL KK Lead

Struktur & Proses

HASIL KK Lead

Pencapaian Tujuan NILAI

SPIP

NILAI

MRI

NILAI

IEPK



SEBELUM

Struktur dan proses

Belum dikaitkan

Belum diarahkan

Terkesan document based

Hanya menilai unsur-unsur SPIP

Lebih kepada pemberian skor/level

Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

tidak dalam satu proses

Berdasarkan keterwakilan fungsi

SESUDAH

Perencanaan, struktur dan proses, serta

pencapaian hasil

Dikaitkan secara langsung

Diarahkan

Mengedepankan substance over form

Mengintegrasikan penilaian SPIP dengan

penilaian MRI, IEPK, dan kapabilitas APIP

Penentuan AoI dan pemberian rekomendasi

perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan

efektivitas pencapaian tujuan organisasi

Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

menjadi satu proses dan dilakukan oleh 

K/L/D

Berdasarkan keterwakilan fungsi, sasaran

strategis, dan tujuan SPIP

Objek Penilaian

Kaitan dengan 4 

Tujuan SPIP

Penentuan Satker 

Sampel

Penilaian Efektivitas 

Pengendalian

Metodologi Penilaian

Pengintegrasian 

Penilaian

Fokus Penilaian

Proses Penilaian

PERBANDINGAN PENILAIAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAHARUAN (NEW SPIP)



POIN PEMBAHARUAN PENILAIAN RESULT BASED SPIP/NEW SPIP

1
PARAMETER 

PENILAIAN 

TERINTEGRASI 2
KOLABORASI K/L/D DAN 

BPKP DALAM PENILAIAN 

MATURITAS 

PENYELENGGARAAN 

SPIP

3
4 NILAI DALAM 

MATURITAS 

PENYELENGGARAAN 

SPIP

MRI

LEVEL 

KAPABILITAS 

APIP

IEPKK/L PEMDA

• PM & PK: Asesor 

(Manajemen) dan 

APIP K/L

• EVALUASI: Internal 

Kedeputian dan Antar 

Kedeputian

• PM & PK: Asesor 

(Manajemen) dan APIP 

Pemda

• EVALUASI: Perwakilan 

BPKP dan BPKP Pusat

*PM: Penilaian Mandiri   PK: Penjaminan Kualitas

INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN

PARAMETER

MRI

DILEKATKAN PADA 

PENILAIAN

KOMPONEN DAN SUBUNSUR 

SPIP

PARAMETER 

IEPK
PENILAIAN 

KAPABILITAS APIP

*MRI: Manajemen Risiko Indeks

IEPK: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

NILAI 

MATURITAS 

SPIP

NILAI 

UNSUR-

UNSUR SPIP



P

R

O

S

E

S

B

I

S

N

I

S 
SIAPA?

KAPAN?

BAGAIMANA?

K/L/D dan BPKPBPKPK/L/D

20XX-1 20XX

EVALUASI ATAS PMPM & PK

Jan JunJul AgsJul

PENILAIAN MANDIRI/ 

PENJAMINAN KUALITAS
PENETAPAN 

LEVEL SPIP

Aspek yang Dinilai:
- Penetapan Tujuan

- Struktur dan Proses

- Pencapaian Tujuan

Pelaksanaan

3

2

1 - Penetapan Tim

- Penentuan Satker Sampel

- Rencana Penilaian

Persiapan

Hasil penilaian, AOI, dan 

rekomendasi perbaikan 

pengendalian

Pelaporan

Metode:
- Analisis Dokumen

- Wawancara

- Observasi

Pelaporan

1

2

3

Persiapan

Pelaksanaan

EVALUASI 
(PROSES 

DAN 

SUBSTANSI)

Des

PEMANTAUAN

Monitoring atas 

Hasil Penilaian 

Penyelenggaraan 

SPIP

BIMTEK 

PERBAIKAN 

BERKELANJUTAN

20XX

Panel BPKP
dipimpin oleh Kepala BPKP

4

Asesor
Satker K/L/D

Koordinator PM
Sekretaris Jenderal/

Sekretaris Utama/

Sekretaris Daerah

Tim Penjamin Kualitas
APIP K/L/D

Koordinator PK
Pimpinan APIP K/L/D

Pemda

Panel Perwakilan

Panel Deputi 

PPKD 

Tim Evaluasi

K/L

Tim Evaluasi

Panel Direktorat

Panel Kedeputian 

Pengampu

≥3 ≥3

4

Perbaikan AoI 

sesuai rencana 

aksi 

Pemantauan



1. TAHAP PERSIAPAN

a. Pembentukan Tim PM DAN PK b. Penentuan Satker Sampel PK c. Pemaparan Rencana Penilaian

Tim PM Min. 1/3 pernah 

mengikuti diklat/bimtek 

SPIP & penilaian SPIP 

dan/atau mengikuti 

penugasan terkait SPIP, 

(Untuk Tim PK 100%) 

Jumlah personil 

mempertimbangkan 

kompleksitas satker, serta 

pemahaman atas proses 

bisnis satker mulai dari 

perencanaan sampai dengan 

pertanggungjawaban.

Penugasan kepada Tim 

PM dan PK didukung 

dengan mandat yang 

disampaikan secara 

formal ST/SK dan 

sejenisnya.

Penetapan siklus 

kegiatan, penganggaran, 

dan akuntabilitas 

pelaksanaan kegiatan 

PM dan PK.

Penanggung Jawab Pencapaian 

Tujuan 1 Substansi Rencana

Penilaian:

a. Latar Belakang

b. Tujuan dan Manfaat 

c. Ruang Lingkup Metodologi yang 

Digunakan

d. Tahapan dan Jadwal Waktu

e. Sistematika Pelaporan

f. Rencana Kebutuhan Sumber 

Daya

g. Susunan Tim PM dan PK

Tujuan Pemaparan:

a. Mendapatkan 

kesepakatan 

pimpinan/pejabat kunci

b. Memperoleh persamaan 

persepsi antara 

assessor dengan 

pimpinan/pejabat kunci

• Satker penanggungjawab 

perencanaan

• Satker - Satker wajib atas 

pencapaian Sasaran Strategis 

terpilih.

Penanggung Jawab Pencapaian 

Tujuan 2 

• Satker penanggungjawab 

pengelolaan keuangan

• Satker - Satker wajib atas 

pencapaian Sasaran Strategis 

terpilih.

Penanggung Jawab Pencapaian 

Tujuan 3 

• Satker penanggungjawab 

pengelolaan aset

• Satker - Satker wajib atas 

pencapaian Sasaran Strategis 

terpilih.

Penanggung Jawab Pencapaian 

Tujuan 4 

• Satker pengawasan internal 

(APIP)

• Satker - Satker wajib atas 

pencapaian Sasaran Strategis 

terpilih.



MEKANISME PENETAPAN SATKER PK



Pelaksanaan assessment akan menghasilkan aoi yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan 4 tujuan penyelenggaraan SPIP.

Aoi dijadikan dasar pelaksanaan bimtek oleh BPKP.

Bantuan Sarana Dasar
Pembangunan Embung

Desa

Dekonsentrasi Program 

Pertanian

Bantuan Permodalan

BUMDes
Pendampingan Desa

1,7 T 6,3 M 31,5 M 26,4 M 40 M

Pendamping Desa

Tidak Kompeten

Penentuan Fokus

Tidak Prioritas

Bukti Pengalihan Aset

Tidak Lengkap

Penentuan Lokus

Tidak Kontinyu
Salah Sasaran

Permendesa PDTT 

No. 18 Tahun 2019 

tentang

Pendampingan

Masyarakat Desa

(Memuat

Kompetensi

Pendamping Desa, 

dan Kinerja)

(1.2, 3.1, 5.1)

Belum ada

pengendalian

terkait pemberian

bantuan untuk

sarana dasar

(belum tercapture

dalam penilaian)

Permendesa PDTT  

No. 15 Tahun 2017 

tentang tentang

Tata Cara 

Pemindahtanganan

BMN (Memuat

Mekanisme Hibah

atas Pembangunan 

Embung Desa)

(3.4, 3.7, 3.8)

Permendesa PDTT  

No.19 Tahun 2019 

tentang Pelimpahan

dan Penugasan

Urusan

Pemerintahan

(memuat

mekanisme

pelaksanaan

dekonsentrasi)

(1.5)

Permendesa PDTT    

No. 4 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan

BUMDes (memuat

akuntabilitas

pengelolaan

BUMDes)

(1.5, 3.10, 5.1)

Update standar

kompetensi, update 

mekanisme

pengukuran kinerja

Realokasi ke kegiatan

yang lebih Prioritas

(3.1, 3.5) 

Perkuat proses dan 

dokumentasi

pengalihan/hibah aset

kepada desa (sesuai

dengan kebijakan)

Pembangunan 

berkesinambungan

dengan perencanaan

terpadu (integrated)

Perkuat proses verifikasi

awal pemberian bantuan

(delegasikan kepada

Pemda)

RISIKO

ANGGARAN

PENGENDALIAN 

TER-CAPTURE

AOI

KEGIATAN

Efektivitas dan 

Efisiensi

Keandalan

Pelaporan

Keuangan

Pengamanan Aset

Negara

Ketaatan Terhadap

Peraturan

Perundang-

Undangan

ARAH PERBAIKAN 

PEDOMAN:

Setiap aoi yang 

dihasilkan dalam

penilaian akan di-state

mempengaruhi

pencapaian tujuan SPIP 

yang mana.



TERIMA KASIH


